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Pada hari ini Ⅱarnb tanggaI L∶ rna bu丨an Ⅲa曰啶tahun dua r∶ bu dua ρuluh(050302020)yang
bertanda tangan dI bawah∶ ni:

上. Nama
AIamat

Jabatan

2. Nama
A丨amat

Jabatan

Dra。 sI1san1L;,Ⅲ .AP
KOmp|ek Perkantoran dan Pemuk∶ rnan Terpadu Pemerintah Provinsi Kep.Bangka

BeⅡtung Gedunε  Kant。 r Gubernur Lt。 Ⅱ!JI.P=llau Bangka Ke丨 urahan丿叮rItam
KepaIa D∶ nas Pemberdayaan Perempuan, PerIindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan s∶ pil dan PengendaⅢ an Penduduk κeluarga BeFencana dalarn ha丨 :ni

beFtindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan,PerI∶ ndungan
Anak, Kependudukan Pencatatan sip∶ I dan PengendaⅡ an Penduduk κeluarga

Berencana yang seIanJutnya d晚 but PIHAκ PE盯AⅢA

suplamto,玎。,Ⅲ。s:
κomp丨ek  PerkantoFan  Pemer∶ ntah  Prov∶ nsi  κepu丨auan  Bangka  BeIitung
PangkaIpinang
PIt。 KepaIa Dinas EneFg;dan sumber Daya Mineral PFovinsi κepuIauan Bangka
BeⅡtung daIam haI∶ n∶ be陡 indak untuk dan atas nama D∶ nas Energ:dan sumbeF
Daya IⅥ inera丨 Provimsi κepuIauan Bangka Bel;tung,yang se丨 a丬 utnya d:sebut PIH^κ

KEDVA.

⊥



PIHAκ PE日r刖ⅢA dan PIH^κ κEDuA yang se|a刂 utnya secara bersamaˉsama d裕 ebut PARA PIHAκ ,

teflebih dahuIu rnenerangkan sebagai beHkut

上. bahWa PⅡH^κ PER丁AmA adalah unsur peIaksana Pemerintah Provins∶  κepuIauan Bangka
Be丨itung di bidang kependudukan dan pencatatan sipⅡ  yang bertanggung jawab kepada
Guberhur κepuIauan Bangka Be|itung yang bemenang dan berke讷旧jiban melayan∶
pemanfaatan NOmor lnduk κependudukan (Nlκ ), Data Kependudukan dan κTP eIektronik
kepad1:l丨 embaga pengguna,ya∶ tu satuan κeI∶ia Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

9dkun岱

2. bahwa P∶ HAκ κEDUA adalah D;nas Energi dan sumber Daya M∶ neraI Prov∶nsi κepulauan
Bangka Bel∶ tung yang merupakan Organ∶ sas∶ Perangkat Daerah Prov∶ ns∶ κepulauan Ban扌::ka

BeIitung;

Dengan rnemperhat∶ kan ketentuan peraturan peFundang~undangan sebagai berikⅡ △

笠.   undang-vndang NOmor 23 tahun 2006 tentang Adrn∶ n∶strasi Kependudukan (Lembaran
Nega旧 RepubⅡ k Indonesia Tahun2006NOmor± 24,Tambahan LembaFan Negara Republ∶ k
Indones∶ a Nomor4674、 sebaga∶ Fnana telah d∶ ubah dengan Vndang~undanε Nomor24Tahun
20⊥3(Lembaran Ⅱegara Repubt;k lndonesia Tahun20生 3NOmor232,Tambahan Lembafan
Negara Republik lndonesia NOmor5475);

2.   Undang~Vndang NOmor土 生Tahun2008tentanε ∶nformasi dan TFansaksi EIθ ktronik(Lembaran
Negara RepubⅡ k Indonesia Tahun2008NOmoF58,Tambahan Lembaran Negara RepubⅡ k
丨ndonesia NOmoF4843),sebaga∶ rnana teIah diubah dengan undang-Undang N° mor⊥9Tahun
20⊥6(Lembaran Negara Repub1ikIndonesia Tahun20生 6NOmor25上冫丁ambahan Lembaran
Negara RepubⅡk Indonesia NOmor5952、

3.   Peraturan PemeHmtah NOmor37丁 ahun200了 tentanε Pelaksanaan Vndang~Undang NOmor
23Tahun2006tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Ⅲegara RepubⅡk Indonesia

Tahun 2007 NOmor 80, Tambahan Lembaran Negara RepubⅡ k Indones:a Nomor 4736)
sebaga∶ rnana teIah d∶ ubah dengan Peraturan Peme西 ntah NOmor工02Tahun20± 2(Lembaran
Negara RepubIik lndonesia Tahun20± 2NOmor265,丁ambahan Lembaran Negara RepubⅡ k
lndones∶ a NOmor5373);

4.   Peraturan Pemerintah NOmor82Tahun20生 2tentang Penyelenggaraan sistervl dan Transaksi

EIektronik (Lembaran Negara RepubⅡ k Indones∶ a 丁ahun 20⊥ 2 NOmor ±89, 丁ambahan
LembaFan ⅡegaFa RepubIik Indones∶ a NomoF5348λ

5.   Peraturan Presiden NOmor 26 丁ahun 2009 tentang Penerapan Kartu 丁anda Penduduk
Berbasis NOmorInduk κependudukan secara NasionaI,sebaga∶ rnana teIah diubah beberapa
kaI∶,terakh∶ r dengan PeFaturan Presiden Nomor生±2Tahun20生 3(Lembaran Negara RepubⅡ k

Indonesia Tahun20工 3NOmor257);
6.   Peraturan Menteri Da丨 am Negeri NOmor⊥ 02Tahun2o工9tentang PembeⅡ an Hak Akses dan

Pemanfaatan Data Kependudukan.

Berdasarkan ha卜 haI sebagairnana tersebut di 臼tas, dengan ini P^RA PIHAK sepakat untuk
membuat Pe刂 anjian κe刂asama tentanε  Pemanfaatan NOmor ∶nduk Kependudukan dan Data
Kependudukan dengan ketentuan seba扌 :;ai berikut:

Pasa⒒

2



PasaI土

m^KsuD DAN⒒刂UAN

Maksud dam t刂 uam pe刂amJ:an κe刂asama i"i ada!ah untuk rnemgefektifkan fu"ε βi dan peran P^RA
plHAK daIarn ρemamfaatan Data κepemduduka"泅 erbasiskam NOmorImduk Kepe"dudukan.

Paso∶ 2
Ru^"G uⅡGKuP

Ruamε I∶mgk臼 p Pe刂amJia"【e刂asama∶mi meI;putl:

a.  Pemamfaatan Ⅱomorl"duk Keρendudukan.
b。  Pema"faata"Data KepemdudⅡ kan。

Pasa13
KEWAJⅡ BAⅡ PARA P:HAⅡ

(生) PlH^κ pERTAⅢA mempunya∶ kew刽 iban:

a。  Pemanfaatan NomorInduk κependudukan:

memfasⅡ扯asi pembeⅡan Nomor Induk κependudukan kepada PlHAκ  XEDuA dan
membeⅡ  tanda  pada  Nomor  I泅 duk  κepemdudukan  yang  sudah  duarnin
ketungga:annya;dan

member∶ kan birnb:ngan teknis dan pendampingan teknis tentang irnpIementasi
kewoJban p∶HAK KEDVA untuk mencantumkan NOmorInduk κependudukan daIam
Iayanan PIⅡAK κEDUA atas biaya PIHAκ  KEDu^.

Pemanfaatan Data Kependudukan:

生。  memfasil抵as;pember∶ an hak akses secara terbatas kepada p!HAκ  KEDuA sesuai
dengan kebutuhan,yang d∶ k日ji OIeh Tirn Tekn∶ sdaⅡ PARA P:HAK untuk Fnendapatkan
persetl刂 uan PlHAκ  PERTAMA atas nama Gubernur Kepulauan Bangka BeⅡ tung;

2. menyediakan jadngan komunikasi data dari PlHAκ PERtAⅢ A kepada P∶H^κ KEDuA
untuk土 tsatu)刂tik ata$biaya P1HAκ KEDuA;

3。  memfas;Iltasi pembeⅡ an biFnbingan teknis dan ρendampingan teknas tentang
irnpIementasi pemanfaatan Data Kependudukan oIeh P1Ⅱ

^κ

 PERTAmA kepada
P∶HAκ κEDuA;dan

4.  me刂 aεa kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diperoIeh dan diakses
dari PⅡH^κ κEDuA W·丨aupunJangka waktu Pe刂 a丬ian Ke刂asa|η a ini telah berakhirⅡ

(2) PlHAκ κEDUA mempunyaikew刨 泅a盯

a。  Pemanfaatan NOmorInduk Kependudukan:

土。 mencantumkan Nomor Imduk Kependudukam yamg sudah d刂 amin ketunggaIannya
da:arn setiap Iayanan yanε  diterbkkam PIHAκ  κEDUA da】am memberikaⅡ  pelayanan
keρθda pubiik;dam

2.  menyed∶ akan perangkat dan tenaga tekn∶ s serta anggaran untuk
birnbingan teknis dan pendampIngan teknIs guma keIamcaran
kewaJiban pIHAκ  κEDuA untuk mencantumkan NOmor Induk
κepemdudukan da:am!ayanan PlHAκ κEOuAⅡ

2.

pelaksanaan

irnplementasi
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b。  Pemanfaatan Data κependudukan:

土。  me叫 arnin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses dar∶  PIHAκ

PERTAmA waIaupunjangka、 ″aku Pe刂 a冂jian Ke刂asama inite∶ah berakhi钅

2. menyed恿 akan  perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data
Kependudukan;

3. menu刂 uk secaFa tertulis 土 (satu)orang p丬abat tetap di PIHAκ KEDuA sebaga:
ponge∶oIa hak akses yang d∶ be"kan wewenanε  dan tanggung jawab oIeh PIHAK
κEDuA;

4.犭 menyafnpaikan  secaΓ a tertuI∶s  usu∶ an  namaˉ nama  petugas  pengguna data

' 
′
kepemdudukan dar∶ pegawa∶ tetap P:HAK κEDUA kepada PIHAK PERTnmA meIaIui
pengeio∶a hak akses;

5. meny∶apkan dukungan anggaran untuk jaringan komun∶ kas∶ data da" PIHAK
PE日叮AⅢA kepada PlHAK κEDuA untuk△ (satu)t∶tik;

6Ⅲ  menyIapkan dukungan anggaran untukjaringan komunikasi data koneksitas daritk∶ k

peneomaan hak akses daⅡ  PlHAκ PERTAⅢA ke ti羽 kˉt汝ik Ia∶ nnya di】 ingkungan P1HAκ

KEDu^sesuai kebutuhan;

7。  menyediakan anggaran untuk peIaksanaa" b:Fnbingan teknis dan pendampingan
teknis tentang iFnp丨 eme"tasi penggunaan hak akses untuk mendapatkan data
perorangan yang dike∶ ola OIeh P1HAκ  κEDUA yang sudah d"engkap∶ dan dibeH刂 hkan

oleh pIHAK PεRTnⅢA;dan

8Ⅱ  membeⅡ kan hak akses secafa terbatas kepada P[HAκ  PEF「AMA untuk fnenaⅡ k data

yanε dirm∶:iki P1HAK KεDuA εuna me丨emgkapⅡ database kependudukan FvliIik PlHAⅡ

PERTAⅢA.

Pasa14
HAK PARA PlHAK

(ω  PIHAKpE「 rAⅢA mempunyaihak:

a。  Pemanfaatan NOmorlnduk κependudukan:

Memgawasi peIaksanaan kewa刂 Iban PIHAK κED△
^untuk:η

emCantumkan NOmor lnduk
κependudukan da丨am layanan yang diterbkkam PlHAκ  κEDu^.

b.  Pemanfa臼 tam Data κeρendudukan:

土.  memberikan persetl犭 uan terhadap usulan PIHAκ  κEDUA tentang pengeIola hak
akses dan petugas pengguna data kependudukan;

2.  mengawasi peIaksanaan pemamfaatan Data Kepemdudukan;dan

3口  mendapat江an hak akses secara terbatas da峭 PⅡHn溢 κEDuA untuk penεkinian data

yanε difniliki oIeh PlHAⅡ “EDu^guna melengkap:daIa0ase kependudukan secara
nasiona∶ 。

(2) P丨 HAK κEDuA mempu汨 ya∶ hak:

a.  Pemanfaatan测 omorInduk κependudukan:

mendapatkan NOmorInduk Kependudukan yang telah d刂 arnin ketunggalannya untuk

seIuruh penggunaan Iayanan yang diselenggarakan oleh PlHAK KEDUA;dan

mendapatkan biFη bingan teknis dan pendampinε an teknis tentang irnpIementasi

kew¤Jban PIHAκ  κEDUA untuk mencantumkan NOmor lnduk
Kependudukan yang teIah d刂anlin ketunggaIannya dalam Iayanan
yang diterbitkan PlHAκ  κEDVA.

土.
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(丘
)

(2)

(3)

b。  Pemanfaatan Data Kependudukan:

止。  mendap¤ tkan hak akses Data κependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan
dengan,perset刂 uan teHeb∶ h dahulu da陌 PIHAⅡ PERTAMA;dan

2.  mendapatkan birnb∶ ngan teknis dan pendampingan teknis tentang iFnpIementas∶
penggunaan hak akses Data κependudukan.

Pasa15
EvALuAsl DAⅡ  PELAP0RAⅡ

卩:HAX κEDuA berkew0Jban membuat laporan berka丨 a pemanfaatan Nomor Induk
'Kependudukan dan Data Kependudukan per semeste1bulan Jun∶ untuk$emester pertama

dan bu丨an Desember untuk semester kedua kepada PlH^κ  PERt^mA dengan tembusan
DirekturJenderaI κependudukan dan Pencatatan sip∶ l dan Gubernu1· “

PIHAK PERt舳A melakukan eva丨 uas∶ pemanfaatan Nomor Induk κependudukan dan Data
Kependudukan secara berka∶ a atas∶ aporan PlHAκ  X叵 DuA sebaga∶ Fnana dirnaksud pada ayat

(土 ).

PlHAκ PERt^Ⅲ A dapat rneIakukan evaIuas∶ pemanfaatan NOmor lnduk Kependudukan dan

Data κependudukan$ewaktu-waktu。

(4)  HasⅡ  eva丨 uas∶ sebagairnana dirnaksud pada ayat(2)diIaporkan kepada Gubernur dengan
tembusan Menter∶ Dalam NegeⅡ melalui Direktur JendeFaI κependudukan dan Pencatatan

sip∶ I。

PasaI6
JAⅡGXA WAFru

Pe刂anJian Ke汀 asama ∶n∶ mulai berIaku 蝴 ak ditandatanganinya Pe犭 anjian Ke刂 asama ∶ni oIeh

P^R^P∶ H^κ sampai dengan tanggaI5Maret tahun2025dan dapat d∶ perpa丬ang atas perset喇 uan
PARA PlHAκ .

Pasa17
κE^DAAm ⅢEⅢAKsA fFORCf m0J=UR9

Apab∶ Ia te刂 adi haI冖hal di  luaF kekua$aan  PARA PIHAK atau  keadaan memaksa,
dapatdi丨akukan perubahan peIaksanaan Pe刂 anjian Ke刂 asama atas peFset叫 uan PARA PIH^κ Ⅱ

Keadaan memaksa sebaga∶ rnana dirnaksud pada ayat (生 λ ada∶ah adanya keb刂 akan
pemer∶ ntah yang mengakibatkan 刂dak dapat d:la硝utkannya pelaksanaan Pet∶ ianj∶ an

Ke刂asama inidan apabⅡ a te刂adi ha卜 hal diluar kekuasaan P^RA PIH^⒒

生

 
2
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Pasa18
BER^KH:RⅡVA PERJAⅡ J:AⅡ  κERJAsAmA

Pe刂anjian Ke刂 a$am犭 berakhir apabiIa:

a。  Jangka waktu Pe刂 anJ∶ an Ke刂asama teIah seIesaI;atau

b. atas kesepakatan P^RA P∶ HAκ untuk rnengakh:r∶ ke刂asama sebeIum janε ka waktu Pe刂 anj∶an
κe刂aθam。 berakh∶ rⅡ

PasaI9
PE"YELEsAIAⅡ  PERsEus!H^Ⅱ

ApabⅡa dikemudian hao tirnbuI perrnasa|ahan daIam peFbedaan pena涣 Jran dan peIaksanaan
Pe刂a叫 ian κe刂asama in∶ antaFa P^RA PIHAκ  akan diselesa:kan secara musyawarah untuk
mufakat。

Dalam haI Fnusyawarah dan mufakat sebagairnana dImaksud pada ayat(生 )t∶ dak tercapa∶ ,

maka akan d∶ se∶esaikan sesuai denε莒an peraturan perundan￡ 吾̄undangan.

PasaI ω
LA:Ⅱ -LAlⅡ

Da丨am hal diperIukan adanya penambahan atau pengurangan mateFi Pe刂 anJian Ke刂asama
∶n∶,maka dapat d∶Iakukan perubahan atas perset刂 uan PARA P∶HAK.

Perubahan sehaεairnana dirnaksud pada ayat (土) dituangkan dalam AJJemJⅡm yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan daH Pe刂 anj∶an κe刂asama∶ ni。

Ketentuan-ketentuan yang be“△fat tekn;s dan operasional da丨am ρeIaksanaan Pe刂 anulan

κel∶jasama in∶ akan disusun daIaFn standard operas∶ onal dan Prosedur【 soP》

PasaI±±

PEⅡ uT【fP

DeFnikianPe刂anJian Ke刂 asama∶ n∶ dibuat da丨 am Fangkap2(duaλ masing~rnas∶ ng dibubuhi rnaterai

cukup dan rnempunyai kekuatan hukurn yang sama seteIah ditandatangani P^RA PIHAκ 。

(⊥ )

(2)

(土 )

(2)

(3)
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